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Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyusunan dokumen ini.
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 maka Kabupaten Cilacap menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 karena masa jabatan Bupati Cilacap berakhir pada tahun 2022 dan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Cilacap.
Renstra BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 ini memuat uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026. Renstra tersebut memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.
Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai  abdi negara dan abdi masyarakat.
Cilacap,	Maret 2022 KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CILACAP



Drs. WIJONARDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630415 198503 1 022
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1.1 [bookmark: _bookmark5][bookmark: _bookmark5]Latar Belakang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah salah satu Institusi/Lembaga yang melaksanakan tugas pokok fungsinya di bidang kemanusiaan terhadap lingkungan masyarakat maupun kepada masyarakat terdampak bencana (korban bencana) di Kabupaten Cilacap. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, baik infrastruktur maupun non infrastruktur serta dampak psikologis. Walaupun tidak dapat diprediksi namun ada pembelajaran yang dapat dipetik, yaitu bencana selalu menimbulkan risiko kerusakan lingkungan dan sumber daya alam serta dapat mengakibatkan korban manusia. Seperti contoh bencana banjir yang melanda suatu wilayah, potensi kerusakan yang ditimbulkannya antara lain adalah lingkungan menjadi tidak sehat dan rawan terjangkit penyakit, lahan-lahan pertanian terendam air sehingga merugikan kaum petani dan berpotensi menyebabkan hilangnya sumber penghidupan masyarakat serta tidak menutup kemungkinan kerusakan rumah warga yang terdampak bencana. Selain kerusakan lingkungan, kerugian lain yang ditimbulkan oleh sebuah bencana adalah adanya kerugian harta benda. Terjadinya bencana gempa bumi dengan kekuatan yang besar akan mampu meluluh-lantahkan bangunan dan mengakibatkan banyaknya warga masyarakat yang kehilangan rumah tempat tinggal, sehingga harus rela menempati tenda-tenda darurat hanya untuk
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sekedar berteduh dan bertahan hidup sambil menanti datangnya bantuan dari pihak pemerintah dan pihak luar.
Berdasarkan IRBI Tahun 2021 bahwa tingkat ancaman bencana di Kabupaten Cilacap dengan tingkat ancaman sedang. Di Provinsi Jawa Tengah menduduki rengking 26\2 dan di Tingkat Nasional menduduki rengking 419. Ancaman bencana di Kabupaten Cilacap memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan berpotensi menimbulkan gangguan kehidupan masyarakat. Hampir semua jenis ancaman bencana terdapat di Kabupaten Cilacap, mulai dari gempa, tsunami, rob, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang/angin puting beliung, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, dampak erupsi gunung berapi dan epidemi. Kondisi wilayah Kabupaten Cilacap yang memiliki potensi ancaman bencana tanah longsor terdapat pada 12 (dua belas) kecamatan, menyebar mulai dari wilayah Kec. Kesugihan, Kec. Jeruklegi, Kec. Kawunganten, Kec. Gandrungmangu, Kec. Sidareja, Kec. Karangpucung, Kec. Cimanggu, Kec. Wanareja, Kec. Dayeuhluhur, Kec. Cipari dan Kec. Bantarsari. Pada 12 kecamatan ini potensi  kejadian tanah longsor selalu mengancam pada setiap datangnya musim penghujan dan bahkan terjadinya bencana tersebut hampir setiap tahun serta adanya gerakan tanah yang dapat menyebabkan longsor, terutama wilayah Cilacap bagian barat disebabkan karena wilayah tersebut berada di atas rangkaian pegunungan yang membentang di selatan pulau Jawa, keadaan wilayah yang berbukit-bukit menjadikan wilayah tersebut rawan bencana tanah longsor.
Sedangkan wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana banjir di Kabupaten Cilacap berada di 21 (dua puluh satu) kecamatan. Dari 21 kecamatan yang terancam yaitu wilayah Kec. Kedungreja, Kec. Kesugihan, Kec. Adipala, Kec. Nusawungu, Kec. Kroya, Kec. Maos, Kec. Kawunganten, Kec. Gandrungmangu, Kec. Sidareja, Kec. Karangpucung, Kec. Cimanggu, Kec. Majenang, Kec. Wanareja, Kec. Dayeuhluhur, Kec. Sampang, Kec. Cipari, Kec. Patimuan, Kec. Bantarsari, Kec. Cilacap Selatan, Kec. Cilacap Tengah dan Kec. Kampung Laut.
Potensi ancaman lainnya yang hampir setiap tahun terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap adalah banjir rob di 5 (lima) Kecamatan Cilacap Selatan wilayah pesisir pantai Tegal Kamulyan, Kec.



Kawunganten, Kec. Adipala, Kec. Nusawungu dan Kec. Binangun. Untuk bencana angin kencang, dibeberapa wilayah yang tercatat dalam inventarisasi wilayah rawan angin kencang/angin topan keseluruhannya berjumlah 17 kecamatan, baik di wilayah kecamatan bagian barat maupun bagian timur. Kejadian angin kencang biasanya pada masa angin barat atau pancaroba dan  dipicu akibat adanya badai di atas samudera hindia. Angin topan juga sering terjadi dibarengi dengan hujan yang sangat lebat sehingga menyebabkan badai di daerah pesisir dan gelombang besar yang sangat kuat di laut.
Potensi ancaman yang tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya adalah gempa bumi dan tsunami, yang menuntut kewaspadaan secara terus menerus baik oleh masyarakat maupun Aparat Pemerintah sehingga semua pihak harus selalu siaga dalam menghadapi ancaman tersebut. Wilayah rawan bencana gempa bumi terdapat di seluruh Kabupaten Cilacap, mengingat wilayah Cilacap berada diatas pertemuan lempeng indo-australia dan eurasia-pasifik. Kondisi ini menimbulkan kerawanan terjadinya gempa bumi apabila tumbukan kedua lempeng tersebut terjadi. Wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana tsunami berada pada kawasan pesisir pantai Cilacap, terdiri dari wilayah Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Kesugihan, Kampung Laut, Adipala, Nusawungu, Kawunganten dan Kecamatan Binangun.
Sedangkan bencana kekeringan pun setiap tahun terjadi di 19 (Sembilan belas) kecamatan, Kec. Nusawungu, Kec. Kroya, Kec. Adipala, Kec. Kesugihan, Kec. Cilacap Tengah, Kec. Jeruklegi, Kec. Kawunganten, Kec. Kampung Laut, Kec. Bantarsari, Kec. Gandrungmangu, Kec. Sidareja, Kec. Kedungreja, Kec. Cipari, Kec. Patimuan, Kec. Karangpucung, Kec. Cimanggu, Kec. Majenang, Kec. Wanareja, Kec. Dayeuhluhur, sehingga selalu kami usulkan untuk kebutuhan air bersih di wilayah tersebut yang terdampak kekeringan, walaupun masih ada sumur yang keluar airnya, tapi tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat karena sangar keruh dan berbau.
Manusia memang tidak dapat menghindar jika sebuah bencana terjadi, namun dapat melakukan upaya-upaya (mitigasi) untuk mengurangi risiko bencana. Dengan melakukan upaya-upaya



pengurangan risiko bencana berarti masyarakat sudah mencoba mengurangi kemungkinan kerugian yang lebih besar serta menghindari jatuhnya korban manusia dari akibat bencana. Upaya-upaya mitigasi bencana dapat dilakukan jika masyarakat sudah dapat mengenali potensi bencana yang ada, tingkat kerentanan dan kapasitas masyarakat dalam melakukan tindakan pengurangan risiko bencana. Untuk mengenali suatu bencana dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah rawan bencana, menyusun peta resiko dan kemudian bersama dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang lain merumuskan langkah-langkah penyelamatan sekaligus penanggulangan saat terjadi bencana.
Dalam merumuskan langkah-langkah tersebut tidak dapat sekedar berorientasi untuk waktu sesaat namun harus memiliki pemikiran jauh kedepan atau jangka panjang, hal ini dapat dilakukan dengan membuat sebuah dokumen perencanaan yang strategis untuk pengurangan risiko bencana baik di tingkat kabupaten maupun pada lingkup pemerintah desa.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah BPBD Kabupaten Cilacap untuk periode tahun 2023 – 2026. Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan dengan  tugas dan fungsi setiap BPBD Kabupaten Cilacap, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 dan bersifat indikatif. Renstra tersebut juga memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas akan dilaksanakan selama kurun waktu empat tahun ke depan (tahun 2023 sampai dengan tahun 2026).
Renstra BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Cilacap yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2023 – 2026. Selain itu Renstra BPBD Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada BPBD Kabupaten Cilacap, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja BPBD Kabupaten Cilacap.



Proses penyusunan renstra BPBD Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:
1) persiapan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap;
2) penyusunan Rancangan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap;
3) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4) perumusan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap; dan
5) penetapan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap.
Sebelum renstra diajukan kepada Bupati Cilacap selaku Kepala Daerah untuk ditetapkan, terebih dahulu dilakukan verifikasi agar dapat menjamin kesesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Cilacap dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap, dan keterpaduan dengan Renstra Perangkat Daerah lainnya.
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[bookmark: _bookmark6]Gambar 1.1.
Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra

Renstra BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Cilacap merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap, sementara RPJMD Kabupaten Cilacap tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap.



b) Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 sebagai dokumen perencanaan untuk periode jangka menengah, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026. Selanjutnya Renstra BPBD Kabupaten Cilacap ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPD Kabupaten Cilacap.
c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Cilacap. RPD Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Cilacap menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Cilacap.
d) Rencana Kerja BPBD Kabupaten Cilacap sebagai dokumen perencanaan BPBD Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari Renstra BPBD. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra BPBD Kabupaten Cilacap dan mengacu pada RKPD Kabupaten Cilacap.
[image: ]Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.














[bookmark: _bookmark7]Gambar 1.2.
Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 [bookmark: _bookmark8]Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang  Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008  tentang  Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster Management And    Emergency	Response (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah ((Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah Kabupaten Cilacap 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cilacap;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sinkronisasi Kabupaten Cilacap;



31. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Lembaga Lain Kabupaten Cilacap;
32. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
33. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026.


1.3 [bookmark: _bookmark9]Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap adalah menyediakan dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu 2023- 2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPBD sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kab. Cilacap.
Tujuan dari penyusunan Renstra BPBD Kab. Cilacap yaitu sebagai berikut:
1) Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023 -  2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kab.Cilacap dalam Tujuan dan Sasaran Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kab.Cilacap untuk kurun waktu tahun 2023 - 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Cilacap.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Cilacap dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu empat tahun.



1.4 [bookmark: _bookmark10]Sistematika Penulisan
Rencana Strategis BPBD Kab. Cilacap Tahun 2023 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I       Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026.
Bab II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPBD Kabupaten Cilacap, sumber daya BPBD Kabupaten Cilacap, kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Cilacap, serta  tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Cilacap.
Bab III    Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra, Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.`
Bab IV    Tujuan Dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Cilacap pada periode tahun 2023-2026.
Bab V      Strategi Dan Arah Kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPBD Kabupaten Cilacap pada periode tahun 2023-2026.
Bab VI    Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan / indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif BPBD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026.
Bab VII  Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai BPBD Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 – 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026.



BAB VIII  Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap.



[bookmark: _bookmark11]BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1. [bookmark: _bookmark12][bookmark: _bookmark12]Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Cilacap
Penjabaran tugas, fungsi dan struktur BPBD memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Badan. Uraian tentang struktur organisasi BPBD dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).
2.1.1. [bookmark: _bookmark13][bookmark: _bookmark13]Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Cilacap
Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap. Susunan organisasi BPBD Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :
1) Kepala Pelaksana;
2) Sekretariat;
3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6) UPT, terdiri dari :
a) UPT Cilacap, terdiri dari :
· Kepala;
· Subbagian Tata Usaha.
b) UPT Kroya, terdiri dari :
· Kepala;
· Subbagian Tata Usaha.
c) UPT Sidareja, terdiri dari :
· Kepala;
· Subbagian Tata Usaha.
d) UPT Majenang, terdiri dari :
· Kepala;
· Subbagian Tata Usaha.
7) Kelompok Jabatan Fugsional.



Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap

[image: ]

[bookmark: _bookmark14]Gambar 2.1.
Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Cilacap

2.1.2. [bookmark: _bookmark15][bookmark: _bookmark15]Uraian Tugas
Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap sebagai berikut: dan Fungsi serta Uraian Tugas Lembaga Lain Kabupaten Cilacap, BPBD Kabupaten Cilacap mempunyai tugas pokok :
1) Menetapkan pedoman sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah  serta  Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap	usaha penangulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta



rekonstruksi secara adil dan merata;
2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang untuk korban bencana/penanggulangan bencana;
7) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :
1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Pelaksana mempunyai uraian tugas :
a. Menyusun bahan perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;



b. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Menyusun bahan untuk mengordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
e. Menyusun bahan pelaksanaan fungsi komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
f. Menyusun penanggulangan bencana di wilayahnya secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Merumuskan pedoman penanggulangan bencana daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penangulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
h. Menyusun bahan penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
i. Menyusun bahan penetapan dan informasi peta rawan bencana;
j. Menyusun bahan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;



k. Melaksanakan	penyelenggaraan	penanggulangan	bencana pada wilayahnya;
l. Mengumpulkan, mengelola dan penyaluran uang dan barang kepada korban yang terkena musibah;
m. Menyusun bahan dan penetapan data informasi peta evakuasi;
n. Menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian teknis pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
o. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
p. Menyusun bahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
q. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
r. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan Unsur Pelaksana;
s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Unsur Pelaksana;
t. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
u. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat
Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan program, koordinasi tugas-tugas bidang, pengelolaan administrasi keuangan, tata usaha dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan kepegawaian serta koordinasi tugas-tugas UPT.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;



b. penyiapan	bahan	perumusan	kebijakan	teknis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c. pengelolaan	penyusunan	perencanaan,	monitoring	dan evaluasi program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
d. pelaksanaan	koordinasi	tugas-tugas	bidang	dan	Unit Pelaksana Teknis;
e. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
f. pengelolaan tata usaha, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan kepegawaian Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 1 (satu) orang Fungsional, yaitu :
1. Perencana yang mengampu tugas Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program Badan Penanggulangan Bencaan Daerah;
2. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan	penatausahaan	keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi tata usaha, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta pengelolaan urusan Badan Penanggulangan Bencaan Daerah.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan



dan memberikan rekomendasi dalam pengendalian pelaksanaan tata ruang pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan rekomendasi dalam pengendalian pelaksanaan tata ruang pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan rekomendasi dalam pengendalian pelaksanaan tata ruang pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan rekomendasi dalam pengendalian pelaksanaan tata ruang pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan	kebijakan	dibidang	perencanaan penanggulangan		bencana,		pencegahan,		mitigasi, kesiapsiagaan dan rekomendasi dalam pengendalian pelaksanaan tata ruang pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang  Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh 2 (dua) orang Fungsional, yaitu :
a. Analis Kebencanaan yang mengampu tugas Seksi Pencegahan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang pencegahan dan mitigasi pada pra bencana;
b. Analis Kebencanaan yang mengampu tugas Seksi Kesiapsiagaan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan



kebijakan teknis dan fasilitasi bidang kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.


4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan tanggap darurat dan dukungan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
c. Pemberian komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
d. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh 2 (dua) orang Fungsional, yaitu :
a. Penata Penanggulangan Bencana yang mengampu tugas Seksi Kedaruratan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada saat tanggap darurat dan pengananan pengungsi;
b. Penata Penanggulangan Bencana yang mengampu tugas Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, bahan pangan, sandang dan obat- obatan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial,



menyiapkan koordinasi penampungan dan tempat hunian bagi para korban bencana.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahap pasca bencana.
Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh 2 (dua) orang Fungsio, yaitu :
a. Penata Penanggulangan Bencana yang mengampu tugas Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, koordinasi pemulihan sosial masyarakat, pemulihan sosial psikologi, pelayanan kesehatan;
b. Penata Penanggulangan Bencana yang mengampu tugas Seksi Rekonstruksi, mempunyai tugas bahan pembangunan kembali prasarana dan sarana serta infrastruktur, bahan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, bahan pemulihan kehidupan sosial budaya masyarakat, bahan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, bahan untuk menggali partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

6. Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, BPBD Kab. Cilacap juga dibantu oleh 4 (empat) UPT yaitu UPT. BPBD Cilacap, UPT. BPBD Kroya, UPT. BPBD Sidareja dan UPT. BPBD Majenang. Masing-masing UPT terdiri dari Kepala UPT, Kasubbag TU dan Pelaksana.
Kepala UPT BPBD mempunyai uraian tugas :
a. Menyusun program kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana



Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melakukan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang penanggulangan bencana di wilayah kerjanya sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
e. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang- undangan dan petunjuk teknis lainnya di bidang penanggulangan bencana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
f. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
g. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan UPT;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan UPT;
i. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
j. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



2.2. [bookmark: _bookmark16][bookmark: _bookmark16]Sumber Daya BPBD Kabupaten Cilacap
2.2.1. [bookmark: _bookmark17][bookmark: _bookmark17]Sumber daya Manusia (Pegawai)
Dalam melaksanakan tugas  pokok,  fungsi  dan  kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Cilacap sangat memerlukan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal, kompeten dan profesional. Saat ini pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap berjumlah 88 orang yang terdiri atas 42 (empat puluh dua) orang PNS, 46 (empat puluh enam) orang Non PNS/PTT/harian Lokal.
Untuk lebih jelasnya komposisi Sumber Daya Manusia yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, dapat dilihat pada table berikut:
[bookmark: _bookmark18]Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di BPBD Kabupaten Cilacap 2022 (Tahun Terakhir)


	
No
	Tingkat Pendidikan
	PNS/CPNS
	Non PNS
	
Jumlah

	
	
	L
	P
	L
	P
	

	1
	SD
	-
	-
	1
	-
	1

	2
	SMP Sederajat
	2
	-
	5
	-
	7

	3
	SMA Sederajat
	13
	-
	24
	1
	38

	4
	D2
	-
	-
	1
	-
	1

	5
	D3
	2
	1
	5
	2
	10

	6
	S1
	13
	1
	3
	4
	21

	7
	S2
	7
	3
	-
	-
	10

	8
	S3
	-
	-
	-
	-
	-

	Jumlah
	37
	5
	39
	7
	88





Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :
Jumlah pegawai 88 orang, dengan status kepegawaian :
· PNS	= 40   orang
· CPNS	=	2   orang
· Harian kontrak	=	-  orang
· Wiyata Bhakti	= 46   orang

Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan :
· Strata -2	=  10  orang
· Strata -1	= 21  orang
· Diploma 3	= 10   orang
· Diploma 2	=	1   orang
· SLTA	= 38   orang
· SLTP	=	7   orang
· SD	=	1  orang

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di BPBD Kab. Cilacap sampai dengan bulan Maret 2022 sebagai berikut :
[bookmark: _bookmark19]Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2022 (Tahun Terakhir)

	No
	Golongan
	L
	P
	Jumlah

	1
	Golongan I
	1
	-
	1

	2
	Golongan II
	11
	1
	12

	3
	Golongan III
	18
	2
	20

	4
	Golongan IV
	7
	2
	9

	Jumlah
	37
	5
	42



Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan :
· Golongan IV/c	=	1  orang
· Golongan IV/b	=	-  orang
· Golongan IV/a	=	8  orang
· Golongan III/d	= 11   orang
· Golongan III/c	=	4   orang
· Golongan III/b	=	2   orang
· Golongan III/a	=	3   orang




	· Golongan II/d
	=
	5
	orang

	· Golongan II/c
	=
	5
	orang

	· Golongan II/b
	=
	2
	orang

	· Golongan II/a
	=
	-
	orang

	· Golongan I/d
	=
	1
	orang

	· Golongan I/c
	=
	-
	orang

	· Golongan I/b
	=
	-
	orang


· Golongan I/a	=	-  orang
=	42 orang

2.2.2. [bookmark: _bookmark20][bookmark: _bookmark20]Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Cilacap keadaan Desember 2021 untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari antara lain:

[bookmark: _bookmark21]Tabel 2.3.
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2021

	
No
	Jenis Sarana dan Prasarana
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	Baik
	Rusak
	

	1
	Excavator
	Baik
	
	1

	2
	Forklift
	Baik
	
	1

	3
	Fortal Crane
	Baik
	
	5

	4
	Water Treatment (Mesin Proses)
	Sedang
	
	1

	5
	Water Treatment (Mesin Proses Apung)
	Sedang
	
	2

	6
	Alat Penarik Kapal
	Sedang
	
	1

	7
	Portable Generating Set
	Sedang
	
	5

	8
	electric generating set
	Baik
	
	3

	9
	Pompa Air
	Baik
	
	8

	10
	P.C Unit
	Baik
	
	19

	11
	Lap Top
	Baik
	
	24






	12
	Note Book
	Baik
	
	2

	
13
	
Printer
	Baik
	10 Kurang Baik
	
32

	14
	Peralatan Personal Komputer
	Baik
	
	11

	15
	Server
	Sedang
	
	1

	16
	Acces Point
	Baik
	
	5

	17
	Peralatan Komputer lainnya
	Baik
	
	2

	18
	GPS
	Baik
	
	1

	19
	Tenda Posko
	Sedang
	
	2

	20
	Tenda Peleton
	Sedang
	
	13

	21
	Tenda Regu
	Sedang
	
	4

	22
	Tenda Keluarga
	Sedang
	
	25

	23
	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun
	Sedang
	
	176

	24
	rambu tidak bersuar lainnya
	Baik
	
	5

	25
	Station Wagon
	Baik
	
	2

	26
	kendaraan dinas bermotor perorangan
	Baik
	
	3

	27
	Truck + Attachment
	Baik
	
	3

	28
	Pick Up
	Baik
	
	4

	29
	kendaraan bermotor angkutan barang
	Baik
	
	1

	30
	Sepeda Motor
	Baik
	
	8

	31
	kendaraan bermotor beroda dua
	Baik
	
	14

	32
	Mobil Ambulance
	Baik
	
	1

	33
	Mobil Tinja
	Baik
	
	1






	34
	Mobil Tangki Air
	Baik
	
	3

	35
	alat angkutan darat bermotor
	Baik
	
	4

	36
	Gerobak Tarik
	Baik
	
	2

	37
	Lori Dorong
	Baik
	
	4

	38
	Speed Boat / Motor Tempel
	Baik
	
	1

	39
	Out Boat Motor
	Baik
	
	6

	40
	Perahu Penumpang
	Baik
	
	6

	
41
	alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang
	
Baik
	
	
86

	42
	Mesin Kompresor
	Baik
	
	1

	
43
	
Gergaji
	
9 Baik
	1 Rusak Berat,
4 Sedang
	
14

	44
	Global Positioning System
	Baik
	
	4

	45
	Penyemprot Tangan
	Baik
	
	6

	46
	Mesin Fotocopy Folio
	
	Rusak
	1

	47
	Lemari Besi/Metal
	Baik
	
	40

	
48
	
Lemari Kayu
	
Baik
	
	
4

	49
	Rak Besi
	Baik
	
	25

	50
	Filing Cabinet Besi
	Baik
	
	20

	51
	Filing Cabinet Kayu
	Baik
	
	5

	52
	Brandkas
	Baik
	
	2

	
53
	CCTV - Camera Control Television System
	
Baik
	
	
2

	54
	White Board
	Baik
	
	6






	55
	Alat Penghancur Kertas
	
	Rusak
	1

	56
	Mesin Absensi
	Baik
	
	2

	57
	LCD Projector/Infocus
	Baik
	
	1

	
58
	Focusing Screen/Layar LCD Projector
	
Baik
	
	
1

	69
	Papan Nama Instansi
	Baik
	
	3

	60
	Alat Kantor Lainnya
	Baik
	
	1

	61
	Meja Kerja Kayu
	Baik
	
	6

	62
	Kursi Besi/Metal
	Baik
	
	16

	63
	Meja Rapat
	Baik
	
	5

	64
	Tempat Tidur Besi
	Baik
	
	88

	
65
	
Kursi Rapat
	
94 Baik
	19 Kurang Baik,41 Rusak Berat
	
154

	66
	Kursi Tamu
	Baik
	
	1

	67
	Meja Komputer
	Baik
	
	8

	68
	Sofa
	Baik
	
	7

	69
	Meubeleur lainnya
	Baik
	
	4

	
70
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner
	
Sedang
	
	
1

	71
	Alat Pembersih lainnya
	Baik
	
	2

	72
	Lemari Es
	Baik
	
	1

	73
	A.C. Split
	Baik
	
	21

	74
	Exhause Fan
	Baik
	
	6

	75
	Kompor Gas (Alat Dapur)
	Baik
	
	1






	76
	Televisi
	Baik
	
	7

	77
	Sound System
	Baik
	
	2

	78
	Camera Video
	Baik
	
	9

	79
	Tangga Aluminium
	Baik
	
	1

	80
	Dispenser
	Baik
	
	5

	81
	Handy Cam
	Baik
	
	2

	82
	Lampu
	Baik
	
	10

	83
	Alat Rumah Tangga Lain-lain
	Baik
	
	4

	84
	Lonceng Kebakaran
	Baik
	
	2

	85
	Alat Pembantu Kebakaran
	Baik
	
	1

	86
	Alat Pemadam Kebakaran lainnya
	Baik
	
	10

	87
	Meja Kerja Pejabat Eselon II
	Baik
	
	1

	88
	Meja Kerja Pejabat Eselon III
	Baik
	
	4

	89
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV
	Baik
	
	14

	90
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural
	Baik
	
	44

	91
	Meja Operator
	Baik
	
	8

	92
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III
	Baik
	
	4

	93
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
	Baik
	
	12

	94
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
	Baik
	
	5

	95
	Layar Film/Projector
	Baik
	
	4

	96
	Alat Studio Pemetaan lainnya
	Baik
	
	2

	97
	Pesawat Telephone
	Baik
	
	12






	98
	Handy Talky (HT)
	Sedang
	
	62

	99
	Unit Tranceiver Ssb Portable
	Baik
	
	2

	100
	Unit Tranceiver VHF Portable
	Baik
	
	10

	101
	alat komunikasi radio vhf lainnya
	Baik
	
	21

	102
	alat komunikasi sosial lainnya
	Baik
	
	1

	103
	EWS / alat-alat sandi lainnya
	Baik
	Sedang,Rusak
	92

	104
	peralatan antena vhf/fm
	Baik
	
	4

	105
	Uninterupted Power Supply
	Baik
	Sedang, Rusak
	4

	106
	Infrared Thermometer
	Sedang
	
	5

	107
	Sirine
	Baik
	
	3

	108
	proteksi lingkungan
	Baik
	
	6


Kondisi sarana dan prasarana sampai dengan bulan Desember 2021 bervariasi kondisinya, ada yang baik, rusak dan kurang baik. Dari kondisi asset yang ada sekarang sudah barang tentu membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit dan harus ada yang diganti sesuai dengan kebutuhan untuk Penanganan Kebencanaan. Khususnya EWS Tsunami sudah banyak yang rusak berat, hal ini perlu diadakan yang baru demi keselamatan masyarakat yang berdomisili di daerah rawan Tsunami.
EWS Tsunami (TEWS) merupakan salah satu peralatan yang manfaatnya sebagai antisipasi dan meminimalisir korban bencana Tsunami. Tahun 2021 jumlah TEWS 41 unit yang berada di sepanjang pesisir pantai dan berada di Masjid-Masjid terdekat daerah rawan bencana.



2.3. [bookmark: _bookmark22][bookmark: _bookmark22]Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Cilacap
Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.4.



[bookmark: _bookmark23]Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022


	
NO
	
Indikator Kinerja
	
Satuan
	
IKK
	Target ndikato r Lainnya
	Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun ke-
	Realisasi Capaian pada Tahun ke-
	Rasio Capaian pada Tahun ke-

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
1
	% berkurangnya kerugian akibat bencana
	%
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	0,69
	- 34,7
	99,7
	-84,02
	-
	99.31
	33
	199
	84
	-

	
2
	% desa tangguh bencana
	%
	
	
	8.80
	9.85
	10.91
	11.97
	13.02
	9.15
	9.85
	9.85
	13.02
	-
	103
	100
	92
	101
	-

	
3
	Tingkat response time bencana alam, non alam dan sosial
	menit
	
	
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	-
	100
	100
	100
	100
	-

	

4
	Persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
	%
	
	
	1.87
	1.90
	1.93
	1.96
	1.99
	1.87
	1.90
	1.83
	1.96
	-
	100
	100
	94
	100
	-

	

5
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	100
	100
	100
	100
	-


 (
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Cilacap
) (
2023-2026
)

 (
32
)


	
NO
	
Indikator Kinerja
	
Satuan
	
IKK
	Target ndikato r Lainnya
	Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun ke-
	Realisasi Capaian pada Tahun ke-
	Rasio Capaian pada Tahun ke-

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	

6
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	100
	100
	100
	100
	-

	

7
	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	100
	100
	100
	100
	-

	
8
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

9
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _bookmark24]
	
NO
	
Indikator Kinerja
	
Satuan
	
IKK
	Target ndikato r Lainnya
	Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun ke-
	Realisasi Capaian pada Tahun ke-
	Rasio Capaian pada Tahun ke-

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	

10
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-





Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Cilacap
	
No
	
Program
	Anggaran pada Tahun ke-
	Realisasi Anggaran
pada Tahun ke-
	Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada
Tahun ke-

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	15,000
	0
	0
	0
	0
	15,000
	0
	0
	0
	-
	100
	100
	100
	100
	-

	
	Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
	0
	15.000
	85.000
	35.000
	20.000
	0
	9,999
	54,999
	30,000
	-
	100
	94
	93
	94
	-

	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	2,221,950
	2,285,788
	2,904,800
	3,171,800
	3,449,800
	2,221,950
	2,231,919
	2,464,368
	2,356,518
	-
	100
	93
	92
	90
	-

	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	800,000
	633,678
	990,000
	1,110,000
	1,205,000
	800,000
	483,636
	537,757
	691,534
	-
	100
	93
	93
	94
	-

	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	35,000
	89,100
	70,000
	80,000
	90,000
	35,000
	89,050
	0
	47,400
	-
	100
	99
	0
	95
	-

	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	25,000
	25,000
	35,000
	35,000
	35,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	-
	100
	100
	97
	97
	-

	
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
	600,000
	1,583,500
	2,013,810
	2,088,810
	2,063,810
	3.855.050
	3,149,492
	4,325,755
	4,769,576
	-
	607
	201
	230
	268
	-





	
No
	
Program
	Anggaran pada Tahun ke-
	Realisasi Anggaran
pada Tahun ke-
	Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada
Tahun ke-

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial.
	310,000
	0
	0
	0
	0
	310,000
	0
	0
	0
	-
	100
	0
	0
	0
	-



Pencapaian kinerja BPBD Kab. Cilacap dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Perencanaan Pembangunan Daerah
Pencapaian program Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerjanya 100% yaitu penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

2. Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
Pencapaian program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja, yang terdiri dari 4 Kegiatan dengan rata-rata Capian kinerjanya sebesar 100%

3. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 7 kegiatan dengan capaian kinerjanya rata-rata sebesar 100%

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 6 kegiatan dengan capaian kinerjanya rata-rata sebesar 100%

5. Peningkatan Disiplin Aparatur
Pencapaian program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerjanya rata-rata sebesar 100%, tetapi pada tahun 2020 dan 2022 program tersebut mengalami refocusing.

6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pencapaian program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerjanya rata-rata sebesar 100%, tetapi pada tahun 2022 program tersebut mengalami refocusing
7. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Pencapaian program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam yang terdiri dari 26 Kegiatan dengan capaian kinerjanya rata-rata sebesar 100%.
 (
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8. Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
Pencapaian program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial sebesar 100% dengan dua kegiatan. Tetapi pada tahun 2019 kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitan SDM Bimtek Damage And Lost Assesment (DALA) digabung menjadi satu pada Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Dan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi rumah akibat bencana alam sudah dialihfungsikan ke DISPERKIMTA.


2.4. [bookmark: _bookmark25][bookmark: _bookmark25]Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Cilacap memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Faktor Lingkungan Internal
A. Kekuatan
1. Tersedianya Landasan Hukum Penyelenggaraan Penanganan Bencana.
2. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap sebagai mitra kerja BNPB di daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang memungkinkan pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Kabupaten Cilacap secara merata;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
5. Adanya pengalaman Penanggulangan Bencana yang telah dilakukan diberbagai tempat di Kabupaten Cilacap dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang lebih baik;
6. Adanya komitmen pendanaan baik dalam APBD Kabupaten Cilacap, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBN yang lebih

memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (on call dan contingensi);
7. Semakin	Bertambahnya	Jumlah	Relawan	Penanggulangan Bencana yang terlatih dalam Penanganan Bencana.

B. Kelemahan
1. Belum optimalnya koordinasi dalam Penanggulangan Bencana;
2. Kurangnya SDM dalam Penanganan Kebencanaan;
3. Belum	Adanya	Jaminan	Keselamatan	bagi	SATGAS	yang Melaksanakan Tugas Kebencanaan di Lapangan;
4. Belum semua Desa di daerah Rawan Bencana Menjadi Desa Tangguh Bencana;
5. Belum	semua	Sekolah	Aman	Bencana	diwilayah	Kabupaten Cilacap;
6. Belum Optimalnya Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa;
7. Belum	Memadainya	Sarana	Prasarana	Penanganan	Darurat Bencana;
8. Belum Konsistennya Penanganan Darurat bencana dan Distribusi Logistik saat Bencana;
9. Belum	Adanya	Pencatatan	yang	Memadai	dalam	Menilai Kerusakan/kerugian akibat Bencana;
10. Belum Optimalnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait Pembangunan Sarana Infrastruktur Pasca Bencana;

Faktor Lingkungan Eksternal
A. Peluang
1. Adanya Peraturan-peraturan yang mengatur tentang Penggunaan segala Sumber Daya untuk Menunjang Penanggulangan Bencana;
2. Adanya Peluang Koordinasi Langsung dengan BNPB maupun BPBD Provinsi Jawa Tengah pada saat penanganan bencana dan Pengembangan Kapasitas;
3. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;

4. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersama Pemerintah Pusat dan Perintah Provinsi;

B. Ancaman
1. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi ikut meningkatkan intensitas bencana;
2. Kurangnya Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan di Wilayah Kabupaten Tetangga yang Mengakibatkan Bencana di Kab. Cilacap.
3. Mulai Terkikisnya daratan disekitar pantai yang mengakibatkan terjadinya Abrasi dan Banjir Rob.

2.5.1. [bookmark: _bookmark26][bookmark: _bookmark26]Tantangan
1. BPBD Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang tingkat kerawanan bencana peringkat 26 dan peringkat
428 Tingkat Nasional. Hal ini merupakan tantangan bagi BPBD Kabupaten Cilacap untuk bisa meningkatkan kinerja dalam Penanganan Penanggulangan Bencana agar meminimalisir korban dan Pengurangan Risiko Bencana dengan Mitigasi Struktural maupun Mitigasi Non Struktural, baik pada Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, dengan kekuatan SDM yang dimiliki sampai dengan UPT. BPBD di Kabupaten Cilacap.
2. Belum sepenuhnya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cilacap dilaksanakan sesuai dengan UU  Nomor  24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Daerah;

2.5.2. [bookmark: _bookmark27][bookmark: _bookmark27]Peluang
Dalam Renstra BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 (empat tahun kedepan) merupakan masa/waktu untuk dapat melaksanakan Program, kegiatan, Sasaran Strategis Penanggulangan Bencana secara optimal maupun upaya maksimal Pengurangan Risiko Bencana, baik jiwa, material dan lain –lainnya. Dengan kerjasama Instansi/Lembaga/Institusi terkait, masyarakat karena bencana merupakan tanggungjawab bersama.

2.5. [bookmark: _bookmark28][bookmark: _bookmark28]Aspek Pelayanan Umum
2.5.1. [bookmark: _bookmark29][bookmark: _bookmark29]Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah	Kabupaten	meliputi		sub			urusan		Ketentraman	dan Ketertiban Umum, bencana dan kebakaran. Capaian Sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dapat diuraikan sebagai berikut. Capaian Sub urusan  bencana antara lain  yaitu Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sampai dengan tahun 2020 sebesar 1,87%. Jumlah Warga Negara yang memperoleh			layanan		pencegahan	dan		kesiapsiagaan	terhadap bencana dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dalam kurun waktu 2016-2020 selalu mencapai 100%. Kabupaten Cilacap tahun 2017 telah menyusun RAD PRBD dan pada tahun 2019 telah menyusun sebanyak 5 dokumen kontingensi. Sementara untuk indikator Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap, Persentase		cakupan	daerah	bencana	yang			ditangani		melalui Rehabilitasi		dan	Rekonstruksi,	Persentase	penanganan			pra bencana,		Persentase			penanganan		tanggap		darurat	bencana, Persentase penanganan pasca bencana dalam periode 2016-2020 capaiannya sebesar 100%. Berikut capaian urusan ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selengkapnya.


Tabel 2.6.
Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2021


	Indikator
	Rumus/ Formula Indikator
	Sumber
	Satuan
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
	
SPM
	
%
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100

	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	
SPM
	
%
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100

	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi
korban bencana
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan
dan evakuasi korban bencana
	
SPM
	
%
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100

	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.
	Jumlah kerugian langsung bidang pertanian akibat bencana ditambah jumlah kerugian ekonomis langsung pada semua kerusakan dan kehancuran asset produktif akibat bencana ditambah jumlah kerugian ekonomis disektor perumahan akibat bencana ditambah jumlah kerugian ekonomis langsung diakibatkan rusak dan hancurnya infrastruktur vital akibat bencana di tambah kerugian ekonomis langsung akibat rusak dan hancurnya warisan budaya akibat bencana dibagi dengan Pendapatan Domestik Bruto
(PDB)
	





SDGs
	





Rasio
	





1.258,6
	





366,6
	





324,7
	





172,5
	





446,1
	





71,25

	Dokumen RAD RPBD
	
	SDGs
	Dokumen
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	Dokumen Rencana Kontingensi
	
	SDGs
	Dokumen
	0
	0
	0
	5
	0
	0

	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000
orang
	
	SDGs
	/ 100.000
pddk
	
0,055
	
0
	
0,052
	
0
	
0,1
	0

	Korban meninggal
	Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi dengan jumlah
penduduk yang dikali seratus ribu
	SDGs
	/ 100.000
pddk
	
0,055
	
0
	
0,052
	
0
	
0,1
	0


 (
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	Indikator
	Rumus/ Formula Indikator
	Sumber
	Satuan
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	dan dinyatakan dengan satuan orang.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Korban hilang
	Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi
dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang
	SDGs
	/ 100.000
pddk
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0

	Korban terluka
	Jumlah korban terluka akibat bencana dibagi
dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.
	SDGs
	/ 100.000
pddk
	

0,17
	

0,38
	

0,32
	

0
	

0,05
	

0,1

	Korban mengungsi
	Jumlah korban mengungsi akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan
orang.
	SDGs
	/ 100.000
pddk
	

140,8
	

86
	

23,8
	

6,86
	

482,1
	

45,9

	Tingkat respontime bencana alam, non alam dan bencana sosial
	Kecepatan Reaksi petugas sampai dengan lokasi sejak pertama kali menerima informasi
	RPJMD 2017-2022
	
menit
	
15
	
15
	
15
	
15
	
15
	
15

	Persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana.
	
	RPJMD 2017-2022
	
%
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100

	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
	
	RPJMD 2017-2022
	
%
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100

	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.
	
	RPJMD 2017-2022
	
%
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100

	Persentase cakupan daerah bencana yang
ditangani melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
	
	RPJMD 2017-2022
	
%
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100

	
Persentase penanganan pra bencana
	Jumlah penanganan pra bencana yang dilaksanakan dibagi Jumlah
penanganan pra bencana dikali 100%
	Permendagri 17/2021
	
%
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100

	
Persentase penanganan tanggap darurat bencana
	Jumlah  penanganan  tanggap darurat bencana yang selesai dibagi jumlah penanganan tanggap darurat
bencana direncanakan x 100%
	Permendagri 17/2021
	
%
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100

	Persentase penanganan pasca bencana
	Jumlah dokumen kebencanaan yang selesai dibagi jumlah dokumen
	Permendagri 17/2021
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100




	Indikator
	Rumus/ Formula Indikator
	Sumber
	Satuan
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	kebencanaan yang direncanakan x 100%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal
	Jumlah dokumen kebencanaan yang selesai dibagi jumlah dokumen kebencanaan yang direncanakan x 100%
	Permendagri 17/2021
	
%
	
0
	
100
	
0
	
100
	
0
	
0

	Indeks Risiko Bencana
	Tools IRBI
	Permendagri
17/2021
	score
	172,9
	157,92
	138,61
	124,2
	112,75
	112,75

	Indeks Kapasitas Daerah
	Tools IRBI
	Permendagri 17/2021
	score
	n/a
	n/a
	0,90
	0,80
	0,81
	0,81

	Persentase desa tangguh bencana
	Jumlah desa Destana / jumlah total desa x 100%
	Permendagri 17/2021
	%
	7,04
	7,74
	8,45
	9,15
	9,15
	13,02



[bookmark: _bookmark30]BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. [bookmark: _bookmark31][bookmark: _bookmark31]Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD
Permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Cilacap dikelompokkan sesuai dengan Bidang – Bidang sebagai berikut :
1. Kesekretariatan :
a. Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan managemen Perangkat Daerah (PD);
b. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi yang sampai dengan tahun 2021 jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan hanya 50% dari total pegawai BPBD Kabupaten Cilacap;
c. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah (PD)  baik secara kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana yang dimiliki banyak yang sudah tidak layak pakai dan;
d. Belum adanya Jaminan Keselamatan Satuan Tugas (SATGAS).

2. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
a. Kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi dan kuantitas dalam mitigasi;
b. Masih banyaknya daerah rawan bencana yang berjumlah 213 Desa/Kelurahan dari 285 Desa/Kelurahan;
c. Belum semua Desa di Daerah Rawan Bencana menjadi Desa Tangguh Bencana sampai dengan akhir tahun 2021 baru 39 Desa yang menjadi Desa Tangguh Bencana;
d. Belum Optimalnya Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa;
e. Belum Optimalnya kapasitas dan kompetensi Relawan dalam PB;
f. Belum Optimalnya Sarpras Early Warning Sistem (EWS) / Sistem Peringatan Dini sampai dengan tahun 2022 BPBD Kabupaten Cilacap hanya mempunyai 24 EWS yang masih aktif dan terpasang di sepanjang garis pantai Cilacap.

3. Bidang Kedaruratan Dan Logistik
a. Belum optimalnya pengelolaan logistik pada saat tanggap darurat bencana;
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b. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat terjadi bencana.

4. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
a. Belum tersedianya hasil kajian kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar;
b. Belum  optimalnya	Sinergitas Lintas Sektoral pada saat pasca bencana.

[bookmark: _bookmark32]Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah


	No.
	Masalah Pokok
	Masalah
	Akar Masalah

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Belum optimalnya penanganan bencana .
	a.	Belum
Optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
	a. Kurangnya SDM sesuai kopetensi dan kuantitas dalam	Mitigasi Bencana;

	
	
	
	b.  Belum	optimalnya pencatatan		data
masyarakat	yang berada di daerah rawan bencana

	
	
	
	c. Belum semua Desa didaerah	Rawan Bencana Menjadi Desa Tangguh Bencana;

	
	
	
	d.  Belum			Optimalnya Penguatan Kelembagaan Pengurangan		Risiko dan	Penanggulangan Bencana	di	Tingkat Kecamatan dan Desa;

	
	
	
	e.	Belum optimalnya
Early Warning System.




	
	
	b. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam logistik bencana;
	a.  Belum	Memadainya Sarana		Prasarana Penanganan Darurat Bencana;

	
	
	
	b. Lemahnya Koordinasi antara SKPD terkait Pada saat Terjadi Bencana.

	
	
	c.	Belum
Optimalnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur dan rumah pasca
bencana.
	a.  Belum	optimalnya Pencatatan		yang Memadai dalam Menilai Kerusakan/kerugian akibat Bencana;

	
	
	
	b.  Belum	Optimalnya Penanganan Rehabilitasi					dan Rekonstruksi		terkait Pembangunan	Sarana Infrastruktur			Pasca Bencana.




3.2. [bookmark: _bookmark33][bookmark: _bookmark33]Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026
Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2023 – 2026:
1. Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif dengan sasaran:
a. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel
c. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
d. Meningkatnya	kualitas	inovasi	daerah	dan	kelitbangan	dalam pembangunan
2. Tujuan 2: Meningkatkan Stabilitas Keamanan Ketenteraman Wilayah dengan sasaran menurunnya gangguan keamanan di wiayah.
3. Tujuan 3: Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas pendidikan
b. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan
c. Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak

d. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
4. Tujuan	4:	Meningkatkan	Kualitas	Perekonomian	Daerah	Berbasis Kekuatan Lokal dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi
b. Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi
c. Meningkatnya investasi dalam penanaman modal
d. Meningkatnya pertumbuhan perdagangan, dan Usaha Mikro Kecil
e. Meningkatnya pengembangan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif
5. Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas kebinamargaan
b. Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang
c. Terwujudnya pemenuhan universal akses
d. Meningkatnya capaian reformasi agrarian
e. Meningkatnya pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten
f. Meningkatnya kinerja perhubungan
6. Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan dengan sasaran meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah perdesaan
7. Tujuan 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup
8. Tujuan 8 : Meningkatnya Pengelolaan Kebencanaan dengan sasaran meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/kelurahan

Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Cilacap terkait dengan tujuan kedelapan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2023- 2026 yaitu Meningkatnya Pengelolaan Bencana. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Cilacap dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.
[bookmark: _bookmark34]Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kabupaten Cilacap Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

	No
	Tujuan dan Sasaran RPD
	Permasalahan Pelayanan SKPD
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1
	Tujuan: Meningkatnya
	a. Belum
Tersedianaya Kebijakan (Perda)
	1. Terbatasnya SDM
	1. Tersedianya teknologi
informasi yang




	No
	Tujuan dan Sasaran RPD
	Permasalahan Pelayanan SKPD
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	
	Pengelolaan Bencana

Sasaran:
1. Meningkatnya Kesiapsiagaan bencana di setiap Desa/Keluraha n
	Penanggulangan Bencana;
b. Kurangnya SDM dalam Penanganan Kebencanaan;
c. Belum semua Desa didaerah Rawan Bencana Menjadi Desa Tangguh Bencana;
d. Belum
Tersedianya Rencana Induk Penanggulangan Bencana Daerah;

e. Belum
Optimalnya Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa;

f. Belum Adanya Pencatatan yang Memadai dalam Menilai Kerusakan/keru gian akibat Bencana;

g. Belum
Optimalnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait Pembangunan Sarana
Infrastruktur Pasca Bencana.
	2. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana
3. Kompleksnya permasalahan bencana
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebencanaan
	dapat mendukung proses penanganan bencana.
2. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
3. Dimilikinya kelompok masyarakat tanggap bencana
4. Dukungan dari lembaga funding dan CSR di Kabupaten.



3.3. [bookmark: _bookmark35][bookmark: _bookmark35]Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. [bookmark: _bookmark36][bookmark: _bookmark36]Telaahan Renstra BNPB
Visi BNPB Tahun 2020 – 2024 adalah :
“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”
Dalam melaksanakan Visi tersebut Misi yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah:
a. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan. Upaya peningkatan ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan inovasi, kearifan lokal dan perkembangan IPTEK. Selain itu dalam pelaksanaannya, menggunakan pendekatan pelibatan secara pentaheliks (Pemerintah, Lembaga Usaha, Masyarakat, Pakar/Ahli dan Media;
b. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif dan terkoodinasi. Upaya penanganan darurat bencana adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruh yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat sarana dan prasarana vital. BNPB akan terus meningkatkan kualitas penanganan darurat bencana;
c. Meningkatkan pemulihan wilayan pascabencana menjadi  lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. Pemulihan yang menjadi prioritas mencakup pemulihan infrastruktur dan layanan public serta terpulihkannya aktifitas ekonomi, sosial masyarakat dan produktifitas sumber daya alam;
d. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesiona, akuntabel dan transparan. Tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih andal.
Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional

Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:
a. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana;
b. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif dan terkoodinasi;
c. Terwujudnya pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan;
d. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.
Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:
a. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana;

b. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana;
c. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana;
d. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.
Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran diatas, Arah kebijakan BNPB adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif;
b. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lebaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana;
c. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat dan terkoordinasi;
d. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas;

e. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah;
f. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
[bookmark: _bookmark37]Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra BNPB beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya


	
No
	Sasaran Jangka Menengah
	Permasalahan Pelayanan BPBD
Kab. Cilacap
	Faktor Penghambat
	Faktor Pendorong

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	
	a. Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan managemen Perangkat Daerah (PD);
b. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi;
c. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah (PD) baik kualitas dan kuantitas;

d. Belum adanya Jaminan Keselamatan Satuan Tugas (SATGAS);
e. Kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi dan kuantitas dalam mitigasi;
f. Masih banyaknya daerah rawan bencana;
g. Belum semua Desa di daerah rawan bencana menjadi Desa Tangguh Bencana;
	a. Terbatasnya SDM;
b. Belum
optimalnya sarana dan prasarana;
c. Kompleksnya permasalahan bencana;
d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat.
	a. Dukungan Bupati dan Wakil Bupati;
b. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi;
c. Dimilikinya kelompok masyarakat tanggap bencana;
d. Dukungan dari lembaga funding dan CSR di Kabupaten.

	
	Tujuan Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan
bencana yang terpadu.
	
	
	

	
	Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana,
penyediaan sarana
	
	
	




	
	dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
	h. Belum optimalnya Penguatan kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa;
i. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi Relawan dalam PB;
j. Belum optimalnya Sarpras Early Warning Sistem (EWS) / Sistem Peringatan Dini;
k. Belum optimalnya pengelolaan logistik pada saat tanggap darurat bencana;
l. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral  pada saat terjadi bencana;
m. Belum
tersedianya hasil kajian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar;
n. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral  pada saat pasca
bencana.
	
	




3.3.2. [bookmark: _bookmark38][bookmark: _bookmark38]Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah ( Tahun 2018 – 2023)

Visi BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah :
“Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana, dan Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah”


Dalam Mencapai Visi tersebut, BPBD Provinsi Jawa Tengah Mempunyai Misi yaitu:
a. Meningkatya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
b. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;

c. meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;
d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana;
e. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah;
f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan BPBD Kab. Cilacap selaras dan sinergi dengan Visi dan Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah.
[bookmark: _bookmark39]Tabel 3. 4.
Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten  Cilacap  berdasarkan  Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	

No
	Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis BPBD Provinsi Jawa
Tengah
	
Permasalahan Pelayanan BPBD Kab.
Cilacap
	
Faktor Penghambat
	
Faktor Pendorong

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	
	a. 	Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan managemen Perangkat Daerah (PD);
b. 	Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi;
c. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah (PD) baik kualitas dan kuantitas;
d. Belum adanya Jaminan Keselamatan Satuan Tugas (SATGAS);
e. Kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi dan kuantitas dalam mitigasi;
f. Masih banyaknya daerah rawan bencana;
g. Belum semua Desa di daerah rawan bencana menjadi
	a. Terbatasnya SDM;
b. Belum
optimalnya sarana dan prasarana;
c. Kompleksnya permasalahan bencana;
d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat.
	a. Dukungan Bupati dan Wakil Bupati;
b. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi ;
c. Dimilikinya kelompok masyarakat tanggap bencana;
d. Dukungan dari lembaga funding dan CSR di Kabupaten.

	
	Misi
a. Meningkatya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
b. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;
c. meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;
d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana;
e. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah;
f. Meningkatnya akuntabilitas
kinerja perangkat daerah.
	
	
	




	
	
	Desa Tangguh Bencana;
h. Belum optimalnya Penguatan kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa;
i. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi Relawan dalam PB;
j. Belum optimalnya Sarpras Early Warning Sistem (EWS) / Sistem Peringatan Dini;

k. Belum optimalnya pengelolaan logistik pada saat tanggap darurat bencana;
l. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat terjadi bencana;
m. Belum tersedianya hasil kajian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar;
n. Belum optimalnya Sinergitas Lintas
Sektoral pada saat pasca bencana.
	
	

	
	
	
	
	




3.4. [bookmark: _bookmark40][bookmark: _bookmark40]Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

[bookmark: _bookmark41]3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional
Tidak ada rekomendasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031 yang baru untuk ditindak lanjuti oleh BPBD Kabupaten Cilacap terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan.
3.5. [bookmark: _bookmark42][bookmark: _bookmark42]Penentuan Isu-isu Strategis
Rumusan Isu Strategis BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :
1. Belum Optimalnya kualitas kinerja pelayanan Perangkat Daerah;

2. Fasilitasi pembentukan jumlah Desa tangguh bencana masih  belum ideal dengan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko tinggi bencana;
3. Belum Optimalnya implementasi Mitigasi Struktural di daerah Rawan Bencana;
4. Belum tersedianya hasil kajian kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar;
5. Perlu di Optimalkan Sinergitas Lintas Sektoral dan Lintas Wilayah pada saat bencana dan pasca bencana;
6. Belum Optimalnya managemen pengelolaan logistik pada saat Tanggap Darurat Bencana;
7. Masih terbatasnya sarana prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana;
8. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Cilacap.

[bookmark: _bookmark43]BAB  IV TUJUAN DAN SASARAN


TUJUAN
Tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap;
b. Meningkatkan Pengelolaan bencana.

SASARAN
Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan (2023-2026) adalah :
a. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel;
b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
c. Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana di Setiap Desa / Kelurahan.

 (
Rencana
 
Strategis
 
BPBD
 
Kabup[aten
 
Cilacap
2023-2026
)


[bookmark: _bookmark44]Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026


	
No
	
Tujuan
	
Sasaran
	
Indikator Tujuan / Sasaran
	
Satuan
	
Kondisi Awal
	
Target Kinerja
	Akhir
RPD 2026

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1
	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Cilacap
	
	Nilai SAKIP
	Nilai
	73,74
	73,85
	74,00
	74,3
	74,5
	74,7
	74,7

	
	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Nilai SKM
	Nilai
	86,27
	86,5
	86,90
	87,10
	87,30
	87,50
	87,50

	2
	Meningkatkan Pengelolaan Bencana
	
	Responsetime Penanganan Bencana
	menit
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/kelurahan
	IP SPM
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana
	%
	13,02
	14,08
	15,14
	16,2
	17,26
	18,32
	18,32




 (
58
)
[bookmark: _bookmark45]BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis (Renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur.
Arah kebijakan dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis-strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap yang dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal.
Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan dan strategi dibidang Penanggulangan Bencana, maka arah kebijakan dan strategi-strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap dalam kegiatan Penanggulangan Bencana dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang (2023 - 2026) sebagai berikut
:

5.1. Strategi Jangka Menengah
Strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan akuntabilitas pelayanan BPBD melalui peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, dan meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
b. Meningkatkan kesiapsiagaan penanganan bencana melalui peningkatan kualitas kebijakan penanganan bencana sesuai dengan peraturan, peningkatan desa tangguh bencana, sekolah bencana, peningkatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi daerah rawan bencana;
c. Meningkatkan evakuasi korban bencana pada saat tanggap darurat melalui peningkatan penanganan korban bencana, peningkatan kualitas sarana dan prsarana penanganan korban bencana;
 (
Rencana
 
Strategis
 
BPBD
 
Kabupaten
 
Cilacap
) (
2023-2026
)

 (
59
)
d. Meningkatkan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Melalui Pencatatan/Identifikasi Kerugian dan Kerusakan, Penyusunan Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait;
e. Meningkatkan tingkat Respontime melalui peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan Sarpras.

5.2. Kebijakan Jangka Menengah
a. Peningkatan	kinerja	pelayanan	publik	BPBD	Kabupaten Cilacap;
b. Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana;
c. Peningkatan Evakuasi Korban Bencana pada saat tanggap darurat;
d. Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.



[bookmark: _bookmark46]Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026


	No
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan
	Program

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap
	
	Peningkatan akuntabilitas pelayanan BPBD melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.
	Peningkatan kinerja pelayanan publik BPBD Kabupaten Cilacap
	Program Penungjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/
Kota

	
	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Peningkatan akuntabilitas pelayanan BPBD melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.
	Peningkatan kinerja pelayanan publik BPBD Kabupaten Cilacap
	Program Penungjang Urusan Pemerintaha n Daerah
Kabupaten/ Kota

	2
	Meningkatkan Pengelolaan Bencana
	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/kelurahan
	Meningkatkan kesiapsiagaan penanganan bencana melalui peningkatan kualitas kebijakan penanganan bencana sesuai dengan peraturan, peningkatan desa tangguh bencana, sekolah bencana peningkatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi daerah rawan bencana.
	Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
	Program Penanggulan gan Bencana


 (
2023-2026
) (
Rencana
 
Strategis
 
BPBD
 
Kabupaten
 
Cilacap
)

 (
61
)


	No
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan
	Program

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Meningkatkan evakuasi korban bencana pada saat tanggap darurat melalui peningkatan penanganan korban bencana, peningkatan kualitas sarana dan prsarana
penanganan korban bencana
	Peningkatan Evakuasi Korban Bencana pada saat tanggap darurat
	

	
	
	
	a. Meningkatkan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Pencatatan/Identifikasi Kerugian dan Kerusakan, Penyusunan Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait.
	Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.
	

	
	
	
	b. Meningkatkan tingkat Respontime melalui peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan Sarpras.
	
	



[bookmark: _bookmark47]BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN


Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Cilacap yang akan dilaksanakan selama tahun 2023 – 2026  diuraikan sebagai berikut:
A. Program	Penunjang	Urusan	Pemerintahan	Daerah Kabupaten/Kota.
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Pengadaan Mebel
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan	Barang	Milik	Daerah	Penunjang	Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan Mebel
 (
2023-2026
) (
Rencana
 
Strategis
 
BPBD
 
Kabupaten Cilacap
)

 (
63
)
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi	Gedung	Kantor	dan	Bangunan Lainnya
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi	Sarana	dan	Prasarana	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penanggulangan Bencana
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
a. Penyusunan	Rencana	Penanggulangan	Bencana Kabupaten/Kota
b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
c. Pengendalian	Operasi	dan	Penyediaan	Sarana	Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
d. Penyediaan	Peralatan	Perlindungan	dan	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
e. Penguatan	Kapasitas	Kawasan	untuk	Pencegahan	dan Kesiapsiagaan
f. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
g. Penyusunan Rencana Kontijensi
h. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
a. Penyediaan	Logistik	Penyelamatan	dan	Evakuasi	Korban Bencana Kabupaten/Kota
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
a. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
b. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota


[bookmark: _bookmark48]Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026



	

Tujuan
	

Sasara n
	
Indikat or Sasara n
	

Kode
	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan ( output)
	

Sat uan
	Kondisi Awal
	
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

	
	
	
	
	
	
	
	
2021
	
2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	Meningka tkan Kualitas Reformas i Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerint ahan Yang Baik dan Inovatif pada Badan Penanggu langan Bencana Daerah Kabupate
n Cilacap
	Mening katnya Kualita s Pelaya nan Publik
	Nilai SKM
	









1.05.01
	PROGRAM PENUNJANG URU-SAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOT A
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah
	%
	100
	100
	100
	7.959.453.062
	100
	8.457.425.715
	100
	8.880.297.001
	100
	9.324.331.851
	100
	34.621.487.629

	
	
	
	


1.05.01
.2.01
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah
	%
	100
	100
	100
	36.435.700
	100
	38.257.485
	100
	40.170.359
	100
	42.178.877
	100
	157.042.421

	
	
	
	
1.05.01
.2.01.0
1
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Do k
	3
	3
	2
	23.000.000
	2
	24.150.000
	3
	25.357.500
	2
	26.625.375
	9
	99.132.875

	
	
	
	

1.05.01
.2.01.0
7
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	lap ora n
	1
	1
	1
	13.435.700
	1
	14.107.485
	1
	14.812.859
	1
	15.553.502
	4
	57.909.546


 (
2023-2026
) (
Rencana
 
Strategis
 
BPBD
 
Kabupaten
 
Cilacap
)

 (
65
)

	

Tujuan
	

Sasara n
	
Indikat or Sasara n
	

Kode
	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan ( output)
	

Sat uan
	Kondisi Awal
	
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

	
	
	
	
	
	
	
	
2021
	
2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	

1.05.01
.2.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah
	%
	100
	100
	100
	5.302.101.997
	100
	5.252.207.097
	100
	5.514.817.452
	100
	5.790.558.324
	100
	21.859.684.870

	
	
	
	
1.05.01
.2.02.0
1
	Penyediaan  Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Ora ng/ bul an
	39
	39
	42
	5.302.101.997
	42
	5.252.207.097
	42
	5.514.817.452
	42
	5.790.558.324
	168
	21.859.684.870

	
	
	
	
1.05.01
.2.05
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian
perangkat daerah
	%
	100
	100
	-
	-
	100
	115.000.000
	100
	120.750.000
	100
	126.787.500
	100
	362.537.500

	
	
	
	
1.05.01
.2.05.0
2
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	Pak et
	-
	-
	-
	-
	1
	90.000.000
	1
	94.500.000
	1
	99.225.000
	3
	283.725.000

	
	
	
	
1.05.01
.2.05.0
9
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
	Ora ng
	-
	-
	-
	-
	5
	25.000.000
	6
	26.250.000
	7
	27.562.500
	18
	78.812.500

	
	
	
	
1.05.01
.2.06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Persentase terpenuhinya layanan umum
dan kepegawaian perangkat daerah
	%
	100
	100
	100
	671.138.000
	100
	704.694.900
	100
	739.929.645
	100
	776.926.127
	100
	2.892.688.672

	
	
	
	
1.05.01
.2.06.0
2
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Pak et
	12
	12
	12
	130.755.000
	12
	137.292.750
	12
	144.157.388
	12
	151.365.257
	48
	563.570.394

	
	
	
	1.05.01
.2.06.0
4
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Pak et
	12
	12
	12
	139.383.000
	12
	146.352.150
	12
	153.669.758
	12
	161.353.245
	48
	600.758.153

	
	
	
	
1.05.01
.2.06.0
5
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	Pak et
	12
	12
	12
	60.000.000
	12
	63.000.000
	12
	66.150.000
	12
	69.457.500
	48
	258.607.500

	
	
	
	
1.05.01
.2.06.0
9
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	lap ora n
	133
	133
	150
	341.000.000
	150
	358.050.000
	150
	375.952.500
	150
	394.750.125
	600
	1.469.752.625




	

Tujuan
	

Sasara n
	
Indikat or Sasara n
	

Kode
	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan ( output)
	

Sat uan
	Kondisi Awal
	
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

	
	
	
	
	
	
	
	
2021
	
2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
1.05.01
.2.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah
	%
	100
	100
	-
	-
	100
	175.000.000
	100
	183.750.000
	100
	192.937.500
	100
	551.687.500

	
	
	
	

1.05.01
.2.07.0
3
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Uni t
	-
	-
	-
	-
	5
	100.000.000
	5
	105.000.000
	5
	110.250.000
	15
	315.250.000

	
	
	
	1.05.01
.2.07.0
5
	Pengadaan Mebel
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	Uni t
	
-
	
-
	
-
	
-
	5
	25.000.000
	5
	26.250.000
	5
	27.562.500
	15
	78.812.500

	
	
	
	
1.05.01
.2.07.0
6
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	Uni t
	-
	-
	
-
	

-
	3
	50.000.000
	3
	52.500.000
	3
	55.125.000
	9
	157.625.000

	
	
	
	
1.05.01
.2.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian
perangkat daerah
	%
	100
	100
	100
	1.465.313.400
	100
	1.538.579.070
	100
	1.615.508.024
	100
	1.696.283.425
	100
	6.315.683.918

	
	
	
	
1.05.01
.2.08.0
2
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
	Lap ora n
	12
	12
	12
	199.999.000
	12
	209.998.950
	12
	220.498.898
	12
	231.523.842
	48
	862.020.690

	
	
	
	
1.05.01
.2.08.0
4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Lap ora n
	12
	12
	12
	1.265.314.400
	12
	1.328.580.120
	12
	1.395.009.126
	12
	1.464.759.582
	48
	5.453.663.228

	
	
	
	

1.05.01
.2.09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah
	%
	100
	100
	100
	484.463.965
	100
	633.687.163
	100
	665.371.521
	100
	698.640.097
	100
	2.482.162.747




	

Tujuan
	

Sasara n
	
Indikat or Sasara n
	

Kode
	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan ( output)
	

Sat uan
	Kondisi Awal
	
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

	
	
	
	
	
	
	
	
2021
	
2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	

1.05.01
.2.09.0
1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajaknya
	Uni t
	50
	50
	50
	300.728.965
	55
	315.765.413
	60
	331.553.684
	65
	348.131.368
	230
	1.296.179.430

	
	
	
	1.05.01
.2.09.0
5
	Pemeliharaan Mebel
	Jumlah Mebel yang Dipelihara
	Uni t
	-
	-
	-
	-
	10
	25.000.000
	11
	26.250.000
	12
	27.562.500
	33
	78.812.500

	
	
	
	1.05.01
.2.09.0
6
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Uni t
	85
	85
	85
	134.990.000
	86
	141.739.500
	87
	148.826.475
	88
	156.267.799
	346
	581.823.774

	
	
	
	

1.05.01
.2.09.0
9
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direha bilitasi
	Uni t
	5
	5
	5
	48.745.000
	5
	51.182.250
	5
	53.741.363
	5
	56.428.431
	20
	210.097.043

	
	
	
	


1.05.01
.2.09.1
0
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direha bilitasi
	Uni t
	-
	-
	-
	-
	1
	100.000.000
	1
	105.000.000
	1
	110.250.000
	3
	315.250.000

	Meningka tkan Pengelola an bencana
	Mening katnya kesiaps iagaan bencan a disetia p desa/k
eluraha n
	Persent ase desa tanggu h bencan a
	



1.05.03
	PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
	%
	100
	100
	100
	83.857.499
	100
	88.050.374
	100
	92.452.893
	100
	97.075.537
	100
	361.436.303

	
	
	
	
	
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana
	%
	100
	100
	100
	987.853.640
	100
	1.037.246.322
	100
	1.089.108.638
	100
	1.143.564.070
	100
	4.257.772.670




	

Tujuan
	

Sasara n
	
Indikat or Sasara n
	

Kode
	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan ( output)
	

Sat uan
	Kondisi Awal
	
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

	
	
	
	
	
	
	
	
2021
	
2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi
bencana
	%
	100
	100
	100
	787.491.240
	100
	826.865.802
	100
	868.209.092
	100
	911.619.547
	100
	3.394.185.681

	
	
	
	
	
	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi
	%
	100
	100
	100
	2.855.152.181
	100
	2.997.909.790
	100
	3.147.805.280
	100
	3.305.195.544
	100
	12.306.062.794

	
	
	
	

1.05.03
.2.01
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan
bencana
	%
	100
	100
	100
	83.857.499
	100
	88.050.374
	100
	92.452.893
	100
	97.075.537
	100
	361.436.303

	
	
	
	







1.05.03
.2.01.0
2
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di
Kawasan Tempat Tinggalnya
	Ora ng
	375
	375
	375
	83.857.499
	400
	88.050.374
	500
	92.452.893
	600
	97.075.537
	1.875
	361.436.303

	
	
	
	


1.05.03
.2.02
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana
	%
	100
	100
	100
	987.853.640
	100
	1.037.246.322
	100
	1.089.108.638
	100
	1.143.564.070
	100
	4.257.772.670

	
	
	
	
1.05.03
.2.02.0
1
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi
	Do k
	-
	-
	-
	-
	1
	95.000.000
	-
	-
	-
	-
	1
	95.000.000




	

Tujuan
	

Sasara n
	
Indikat or Sasara n
	

Kode
	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan ( output)
	

Sat uan
	Kondisi Awal
	
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

	
	
	
	
	
	
	
	
2021
	
2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	

1.05.03
.2.02.0
2
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan  dan
Mitigasi Bencana
	Ora ng
	660
	660
	660
	299.437.500
	330
	171.909.375
	330
	185.254.844
	640
	294.267.586
	1.960
	950.869.305

	
	
	
	


1.05.03
.2.02.0
3
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota
	Do k
	1
	1
	1
	138.600.000
	1
	145.530.000
	1
	152.806.500
	1
	160.446.825
	4
	597.383.325

	
	
	
	
1.05.03
.2.02.0
4
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun
Petugas
	Do k
	2
	2
	2
	416.628.940
	2
	437.460.387
	2
	459.333.406
	2
	482.300.077
	8
	1.795.722.810

	
	
	
	

1.05.03
.2.02.0
6
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bencana
	Ka was an
	-
	-
	-
	-
	1
	47.500.000
	1
	49.875.000
	1
	52.368.750
	3
	149.743.750

	
	
	
	
1.05.03
.2.02.0
8
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya
	Ora ng
	30
	30
	30
	114.412.200
	30
	120.132.810
	30
	126.139.451
	30
	132.446.423
	120
	493.130.884

	
	
	
	1.05.03
.2.02.0
9
	Penyusunan Rencana Kontijensi
	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang
Dilegalisasi
	Do k
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	95.000.000
	-
	-
	2
	95.000.000

	
	
	
	
1.05.03
.2.02.1
0
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan
	Ora ng
	90
	90
	90
	18.775.000
	100
	19.713.750
	100
	20.699.438
	100
	21.734.409
	390
	80.922.597

	
	
	
	

1.05.03
.2.03
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan
dan evakuasi bencana
	%
	100
	100
	100
	787.491.240
	100
	826.865.802
	100
	868.209.092
	100
	911.619.547
	100
	3.394.185.681




	

Tujuan
	

Sasara n
	
Indikat or Sasara n
	

Kode
	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan ( output)
	

Sat uan
	Kondisi Awal
	
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

	
	
	
	
	
	
	
	
2021
	
2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	

1.05.03
.2.03.0
4
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Ora ng
	83.29
5
	83.29
5
	83.295
	787.491.240
	87.460
	826.865.802
	91.833
	868.209.092
	96.424
	911.619.547
	359.012
	3.394.185.681

	
	
	
	

1.05.03
.2.04
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi
	%
	100
	100
	100
	2.855.152.181
	100
	2.997.909.790
	100
	3.147.805.280
	100
	3.305.195.544
	100
	12.306.062.794

	
	
	
	


1.05.03
.2.04.0
4
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan
	Do k
	1
	1
	1
	294.804.940
	1
	309.545.187
	1
	325.022.446
	1
	341.273.569
	4
	1.270.646.142

	
	
	
	




1.05.03
.2.04.0
6
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana  (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
	Do k
	2
	2
	2
	2.560.347.241
	2
	2.688.364.603
	2
	2.822.782.833
	2
	2.963.921.975
	8
	11.035.416.652

	
	
	
	
	JUMLAH
	
	
	
	12.673.807.622
	
	13.307.498.003
	
	13.972.872.904
	
	14.671.516.549
	
	54.625.695.078
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[bookmark: _bookmark49]BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.
Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Cilacap dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja BPBD Kabupaten Cilacap yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja BPBD Kabupaten Cilacap selama empat tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur BPBD Kabupaten Cilacap.
Indikator kinerja BPBD Kabupaten Cilacap yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.
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[bookmark: _bookmark50]Tabel 7.1.
Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Cilacap yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026


	
No
	
Indikator Sasaran
	
Satuan
	Kondisi Awal Tahun
	Target Tahun
	Target Akhir RPD

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
1.
	
Indeks Kepuasan Masyarakat
	
Nilai
	
86,27
	
86,5
	
86,90
	
87,10
	
87,30
	
87,50
	
87,50

	

2.
	
Presentase desa/kelurahan tangguh bencana
	

%
	

13,02
	

14.08
	

15,14
	

16,2
	

17,26
	

18,32
	

18,32

	

3.
	

IP SPM
	

%
	

100
	

100
	

100
	

100
	

100
	

100
	

100
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[bookmark: _bookmark51]BAB VIII PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 adalah selama empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023
– 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja BPBD tahun 2027.
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Cilacap tahun 2023 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:
1. Sekretariat dan bidang-bidang pada BPBD Kabupaten Cilacap agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada BPBD Kabupaten Cilacap dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra BPBD Kabupaten Cilacap akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Cilacap yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu empat tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Cilacap wajib berpedoman pada Renstra BPBD Kabupaten Cilacap.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra BPBD Kabupaten Cilacap, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan
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Renstra BPBD Kabupaten Cilacap sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Cilacap,	Maret 2022 KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CILACAP



Drs. WIJONARDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630415 198503 1 022



BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS:
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Cilacap.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

S. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya
disingkat RPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan

pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2023-
2026.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan

l

ol

penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang
wilayah nasional, provinsi dan kabupaten ke dalam struktur
dan pola pemanfaatan ruang wilayah. '

10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumbcer daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil -
(outcome) suatu program. , 5]

12, Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam e
pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan =
perundang undangan. ' o e
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13. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud

14. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu

tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2
(1) Renstra PD Kabupaten Cilacap merupakan penjabaran dari
RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.
(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman

Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dalam Penyusunan
Renja PD Kabupaten Cilacap.

(3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
Renstra Sekretariat Daerah;

Renstra Sekretariat DPRD;

Renstra Inspektorat;

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Renstra Dinas Kesehatan;

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan;

9. Renstra Dinas Sosial;

10. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;

-11. Renstra Dinas Perhubungan;

12. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

13. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;

14. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

15.Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak; '

16. Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

17, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

18. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; _

19. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

20, Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;.

21. Renstra Dinas Pertanian;
22. Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan;

23. Renstra Dinas Perikanan; =
24. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika; =~ Sl

25. Renstra Badan Perencanaan Pcmbangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah; : e Sk
126, Renstra Badan Kepegawaxan, Pendldzkan dan Pelauhan G
‘ Daerah;. ' ' -

B Ul
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27 Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah;

28. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

29, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Renstra Kecamatan Adipala;

31. Renstra Kecamatan Bantarsari;

32. Renstra Kecamatan Binangun;

33. Renstra Kecamatan Cilacap Selatan;
34. Renstra Kecamatan Cilacap Tengah;
35. Renstra Kecamatan Cilacap Utara;
36. Renstra Kecamatan Cimanggu;

37. Renstra Kecamatan Cipari;

38. Renstra Kecamatan Dayeuhluhur;
39. Renstra Kecamatan Gandrungmangu;
40. Renstra Kecamatan J eruklegi;

41. Renstra Kecamatan Kampunglaut;
42, Renstra Kecamatan Karangpucung;
43. Renstra Kecamatan Kawunganten;
44. Renstra Kecamatan Kedungreja;

45. Renstra Kecamatan Kesugihan;

46. Renstra Kecamatan Kroya;

47. Renstra Kecamatan Majenang;

48. Renstra Kecamatan Maos;

49. Renstra Kecamatan Nusawungu;

50. Renstra Kecamatan Patimuan;

51. Renstra Kecamatan Sampang;

52. Renstra Kecamatan Sidareja;

53. Renstra Kecamatan Wanareja;

BAB Il
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3
Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB 11 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BABIIl = PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BABIV  TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BABVI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VIl KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIl PENUTUP ’
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(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3),
sistematika, isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1, 11, I1I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXX, XXXIV, XXXV, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI,
XLII, XLII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, dan
LIIT Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Perangkat

Daerah Tahun 2023-2026.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5
(1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian
dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD Tahun 2023-

2026.
(2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 6
(1) Renstra PD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan
apabila RPD Tahun 2023-2026 mengalami perubahan.

(2) RPD dapat dilakukan perubahan apabila :
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya

ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi
eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya
kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian
kinerja sampai dengan tahun berjalan;

c. terjadi perubahan yang mendasar;

d. merugikan kepentingan nasional dan /atau masyarakat luas.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan

politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan,

kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah,
perubahan kebijakan nasional dan perintah dari pgraturan ;
: perundang-undangan yang lebih tinggi. g
(4) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mquad1
pedoman perubahan Renstra PD Tahun 2023-2026. :
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Pasal 7
(1) Tahapan penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap
tahapan penyusunan Perubahan Renstra PD.

(2) Perubahan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cilacap

Diundangkan di Cilacap
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Rencana Strategis BPBD Kabupaten Cilacap I 2023-2026°

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
tersusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(Renstra BPBD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Kami mengucapkan

terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam

penyusunan dokumen ini.
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021

tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
maka Kabupaten Cilacap menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 karena masa jabatan Bupati Cilacap
berakhir pada tahun 2022 dan telah berakhirnya Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022.
Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Cilacap.
Renstra BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 ini memuat

uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program, kegiatan, dan sub
kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026. Renstra tersebut
memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan
sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena
itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima
kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan
Renstra BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Semoga dokumen ini

bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi

negara dan abdi masyarakat.

Cilacap, Maret 2022

KEPALA PELAKSANA Q[

BADAN PENANGG LANGAN BENCANA DAERAH
FABUPATEN CILACAP '
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Rencana Strategis BPBD Kabupaten Cilacap i 2023-2026

Renstra BPBD Kabupaten Cilacap sesuai dengan kaidah dan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Cilacap, Maret 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN CILACAP
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

Pada hari ini Selasa, tanggal 22 Maret 2022, di Ruang Rapat Stikes Graha Mandiri
Cilacap (Kantor Sementara Bappeda Kabupaten Cilacap) telah diselenggarakan
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yang
dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Catatan hasil verifikasi yang tertuang dalam Lembar Verifikasi Rancangan Akhir
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana terlampir dalam Berita
Acara ini digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra

Perangkat Daerah.
Para pemangku kepentingan mewakili Perangkat Daerah menerima Hasil

Verifikasi untuk ditindaklanjuti dalam waktu 3 (tiga) hari. Hasil tindak lanjut Verifikasi
Rancangan Akhir Renstra akan menjadi lampiran dokumen yang akan ditetapkan oleh
Bupati Cilacap sebagai dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana

mestinya.
Mengetahui : Cilacap, 18 Maret 2022
a.n Kepala Bappeda Kab. Cilacap Verifikator Kasub Bag. Umum dan
Kepala Bidang Pemerintahan dan Kepegawaian

WI
. DWI HARTATI, S.Si, M.Si
NIP. 196903181992031005 NIP. 19740520 200312 2 005

Pemangku Kepentingan BPBD Kabupaten Cilacap

I NO NAMA JABATAN

TANDA TANGAN

1 | EDI PURWANTO, S.Sos., PERENCANA AHLI MUDA
MM.
2 | WAWAN STAF PERENCANAAN

AMAR ABDURRAFI NUR, | STAF PERENCANAAN
AMd
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BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari
pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke
daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional;

b. bahwa sebagai daerah otonom, Kabupaten Cilacap memiliki
kewenangan untuk menyelenggarakan rencana strategis
pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan
berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan
pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran
melalui Perangkat Daerah;

c. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
Dengan Masa  Jabatan Kepala  Daerah Berakhir
Pada Tahun 2022, mengamanatkan agar Kabupaten/Kota
menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah

Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-
2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah
untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra - PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap akan
berakhir pada bulan November 2022, maka Kepala Perangkat
Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana - dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategls :
Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;
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LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026

NAMA PERANGKAT DAERAH : BPBD KAB. CILACAP

1. Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

Bab / Sub Bab

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
-

Kesesualan
Sistematika
Renstra

T

Arahan Perbalkan Rancangan Akhir Renstra

Lampiran Peraturan Bupat! Cilacap 00000000000000¢x...dst

Narasi pengertian ringkas
tentang Renstra Perangkat
Daerah, proses penyusunan
Renstra. keterkaitan antara
Renstra dengan perencanaan
penganggaran yang lain

—_—
1.2. Landasan Hukum }
—l

Narasi daftar undang-undang, [ No. 6. UU Pemerintahan Daerah diganti dengan UU Cipta Kerja l
peraturan pemerintah, No. 25. Instruksi Menteri dihapus
peraturan daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya
yang terkait Renstra
(masukkan PUG SPM* SDGs)

- —— i e
1.3. Maksud dan Tujuan +
Narasi maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra Perangkat
Daerah

— — —

1.4. Sistematika Penulisan

Narasi sistematika penulisan
Renstra Perangkat Daerah,
serta garis besar isi dokumen

BAB II. GAMBARAN
PELAYANAN PERANGKAT

DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan
Struktur Organisasi PD
Kabupaten Cilacap
Gambaran SOTK terbaru

2.2 Sumber Daya OPD
Kabupaten Cilacap

Narasl kepegawalan aset dan
lain lain

Tabel 2.1 Jumlah Pegawal

Berdasarkan Tingkat
pendidikan OPD Kabupaten

Cilacap 2021
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Kesesuaian

Bab / Sub Bab Sistematika Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra
Renstra

Sesual ! Tidak |
Tabel 2.2 Jumlah pegawai —_—_'

Berdasarkan Golongan di OPD
Kabupaten Cilacap Tahun 2021

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan | T *
Prasarana Berdasarkan Kondls

di OPD Kabupaten Cilacap
Tahun 2021

i W i}

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

| Kabupaten Cilacap ’
Pencapaian kinerja l

pelaksanaan program dan

kegiatan dilakukan dengan

pengukuran indikator Kinerja

terhadap program dan
kegiatan

Tabel 2.4 Pencapalan Kinerja Ditambahkan indicator yang baru

Pelayanan OPD Kabupaten . .

Cilacap Tahun 2018-2021. Presentase berkurangnya kerugian akibat bencana kolom
Narasikan apabila terjadi realisasi dihitung kembali

perubahan perhitungan/ DO/
capaian indikator yang tidak
sesuai dengan BAB VI

Tabel 2.5 Anggaran dan
Realisasi Pendanaan Pelayanan
OPD Kabupaten Cilacap Tahun
2021

L [

2.4 Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah |
Narasi perkiraan tantangan ke
depan dan peluang
pengembangan pelayanan

BAB III. PERMASALAHAN
DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi [
Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat
Daerah

Narasi permasalahan

pembangunan mengacu pada
data dasar RPIMD

Tabel 3.1 Pemetaan

Permasalahan untuk
Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

3.2 Telaahan Tujuan | | T ‘ ——“__,

Sasaran RPD Tahun 2023-

2026
Narasi dan telaaahan Rumusan
tujuan dan sasaran RPD Tahun

2023-2026
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Bab / Sub Bab

-

Kesesuaian
Sistematika
Renstra

Sesual | Tidak ]

=R

Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra

o

Tabel 3.2 Faktor Penghambat
dan Pendorong Pelayanan OPD
Kabupaten Cilacap Terhadap
Pencapaian Rencana
Pembangunan Daerah

Kabupaten Cilacap Tahun
2023-2026

3.3 Telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga
Terkait dan SKPD Provinsi
Erkait

Narasi Telaahan Renstra

Lembaga Di Atasnya
(kemendagri wajib)

Tabel 3.3 Permasalahan
Pelayanan OPD Kabupaten
Cilacap berdasarkan Sasaran
Renstra Mendagri; K/L beserta
Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

Tabel 3.4 Permasalahan
Pelayanan OPD Kabupaten
Cilacap berdasarkan Sasaran
Renstra Kementerian Dalam
Negeri beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

Tabel 3.5 Permasalahan
Pelayanan OPD Kabupaten
Cilacap berdasarkan Sasaran
Renstra OPD Provinsi Jawa
Tengah beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

Narasi Telaahan RTRW
Nasional Provinsi dan
| Kabupaten

3.4 Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)

Tabel 3.6 Permasalahan
Pelayanan OPD Kabupaten
Cilacap berdasarkan Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

3.5 Penentuan Isu-isu
Strategis

Narasi isu strategis sesuai

tupoksi

BAB IV. TUJUAN DAN

dimapingkan dengan sasaran .
RPD

SASARAN
[ Narasi tujuan sasaran OPD dan
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Mengingat

1. Undang-Undang Nomior 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42); .

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional . (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 6573),;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoar
6573); ;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); :
Peraturan Pemerintah  Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 2
Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); ]
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ARAH KEBIJAKAN
Narasi Strategi dan Arah
Kebijakan OPD

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran,
Strategi, dan Kebijakan OPD
Kabupaten Cilacap Tahun
2023-2026

Kesesuaian
Sistematika Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra
Bab / Sub Bab Renstra
Sesual | Tidak
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran |
Jangka Menengah Pelayanan
OPD Kabupaten Cilacap Tahun
2023-2026
Indeks Reformasi Birokrasl dihapus
Meningkatnya birokrasl yg akuntabel menjadi Tujuan, Nilal
SAKIP menjadi sasaran
Indeks Resiko Bencana dihapus
IPSPM masuk ke sasara, data ke Tapem
f= = | -
BAB V. STRATEGI DAN

-_—

—

BAB VI. RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN

Narasi daftar program kegiatan
dan subkegiatan OPD
Tabel 6.1 diurutkan kegiatan

yang mendukung outcome

Tabel 6.1 Rencana Program,
Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif
Kabupaten Cilacap Tahun
2023-2026

SERTA PENDANAAN l

—

Kondisi awal ditambahkan kolom Tahun 2021 '

————

BAB VII. KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Narasi Indikator kinerja OPD

BAB VIII. PENUTUP

2. Catatan dan Arahan Perbaikan Lainnya

TSNS

Narasi kaidah pelaksanaan. »

Renstra digunakan sampali
terpilih bupati baru dan
ditetapkannya renstra baru,
TTD Bupati dengan TTD Sekda

—_—_——— e

Sub Bab dihapus, langsung narasi

Uraian

Catatan / Perbalkan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi  Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633); i

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018

tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); e
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan

Pembangunan Ekonomi Kawasan: Kendal-S‘e‘m‘a'rang-Salatiga—i
Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-
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Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 28);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 180);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014
tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 111); '

28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan = Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten :
Cxlacap Nomor 134); ‘





